BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1069, 2017

KEJAKSAAN. ORTA. Pencabutan.

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR PER-006/A/JA/07 /2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan PresidenNomor

29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, maka
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor
PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-
006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang
Organisasi dan TataKerja Kejaksaan Republik Indonesia,
perlu disempurnakan guna menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan
Republik Indonesia;

bahwa organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik
Indonesia didasarkan atas persetujuan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor: B/354/M/KT.01/2017 tanggal 20 Juli 2017

perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan;
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Mengingat

Menetapkan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta
kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 2
Kejaksaan mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan
negara di bidang penuntutan dan tugaslain berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi
jalannya  penyelenggaraan tugas pemerintahan dan

pembangunan di bidang hukum.
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Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Kejaksaan menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis,
pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian
perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan
presiden;

penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana,
pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan
ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik
negara yang menjadi tanggung jawabnya;

pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun
represif yang berintikan keadilan di bidang pidana,
penyelenggaraan intelijen yustisial di bidang ketertiban
dan ketenteraman umum, pemberian bantuan,
pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di
bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan
hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian
hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan
penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum
yang ditetapkan oleh presiden;

penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah
sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang
layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak
mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang
dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau
dirinya sendiri;

pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga,
instansi pemerintah di pusat dan di daerah,Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dalam
menyusun  peraturan  perundang-undangan = serta
peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk
teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun

dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas
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berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kejaksaan dituntut
mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum,
keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan
norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib
menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang

hidup dalam masyarakat.

Pasal 5
(1) Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud
dalamPasal 1, diselenggarakan oleh:
a. Kejaksaan Agung;
b. Kejaksaan Tinggi; dan
c. Kejaksaan Negeri.
(2) Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu satu dan

tidak terpisahkan.

BAB 1I
KEJAKSAAN AGUNG

Pasal 6
Susunan Organisasi Kejaksaan Agung terdiri atas:

a. Jaksa Agung;

b. Wakil Jaksa Agung;

c. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;

d. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;

e. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
f. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;

g. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha
Negara;
h. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;

i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
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Staf Ahli; dan

Pusat:

1. Pusat Penelitian dan Pengembangan;

2. Pusat Penerangan Hukum;

3. Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi
Informasi; dan

4. Pusat Pemulihan Aset.

BAB III
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Wewenang serta Fungsi

Pasal 7
Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan yaitu unsur
pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan
wewenang Kejaksaan di bidang pembinaan, bertanggung
jawab kepada Jaksa Agung.
Jaksa AgungMuda Bidang Pembinaan dipimpin oleh
Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Pasal 8

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan mempunyai tugas
dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang
Kejaksaan di bidang pembinaan.

Lingkup bidang pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi pembinaan atas perencanaan,
pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana,
organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan,
pengelolaan kekayaan milik negara, pertimbangan
hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan,
kerja sama luar negeri, pelayanan dan dukungan teknis

lainnya.



